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ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): The utilization of information technology has enhanced
government transparency and facilitated public access to information. Through the PPID (Public
Information Management Officer) website platform, information that was previously difficult to reach
Is now easily accessible from anywhere and at any time. Purpose: The main goal of the PPID website
is to provide information in accordance with the principles of transparency and openness.
Transparency can be measured through several indicators, including the provision of information,
accessibility of information, complaint mechanisms, and the flow of information. This research aims
to evaluate the impact of each of these indicators on the level of information transparency. Methods:
A gquantitative method is used to analyze the impact of these transparency indicators on the level of
information openness in Bangka Regency. Results: The provision of accurate and comprehensive
information has a significant impact on transparency, with SPSS test results showing that variable X1
partially affects information transparency by 22.6%, and simultaneously by 36.9%. The ease of access
to information significantly affects transparency, with SPSS test results showing that variable X2
partially affects information transparency by 33.9%, and simultaneously by 36.9%. A transparent
complaint mechanism significantly affects information transparency, with SPSS test results showing
that variable X3 partially affects information transparency by 46.9%, and simultaneously by 36.9%.
The increase in the flow of information has a significant impact on transparency, with SPSS test results
showing that variable X4 partially affects information transparency by 42.1%, and simultaneously by
36.9%. Conclusion: From the data analysis, it can be concluded that each transparency indicator
has a significant impact on the level of information transparency in Bangka Regency.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemanfaatan teknologi informasi telah meningkatkan
keterbukaan pemerintah dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Melalui platform
website PPID, informasi yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat diakses dengan lebih mudah,
dari mana pun dan kapan pun.. Tujuan: Tujuan utama dari keberadaan website PPID ini adalah untuk
menyediakan informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan. Aspek
transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk penyediaan informasi, keterjangkauan
informasi, mekanisme pengaduan, dan aliran informasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
mengevaluasi pengaruh masing-masing indikator tersebut terhadap tingkat transparansi informasi.
Metode: Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis dampak dari indikator-indikator
transparansi tersebut terhadap tingkat keterbukaan informasi di Kabupaten Bangka. Hasil/Temuan:
Penyediaan informasi yang akurat dan komprehensif memiliki dampak signifikan terhadap
transparansi, dengan hasil uji SPSS menunjukkan variabel X1 mempengaruhi transparansi informasi
secara parsial sebesar 22,6%, dan secara simultan sebesar 36,9%. Kemudahan akses informasi
berpengaruh signifikan terhadap transparansi, dengan hasil uji SPSS menunjukkan variabel X2
mempengaruhi transparansi informasi secara parsial sebesar 33,9%, dan secara simultan sebesar
36,9%. Mekanisme pengaduan yang transparan berpengaruh signifikan terhadap transparansi
informasi, dengan hasil uji SPSS menunjukkan variabel X3 mempengaruhi transparansi informasi
secara parsial sebesar 46,9%, dan secara simultan sebesar 36,9%. Peningkatan arus informasi
memiliki dampak signifikan terhadap transparansi, dengan hasil uji SPSS menunjukkan variabel X4
mempengaruhi transparansi informasi secara parsial sebesar 42,1%, dan secara simultan sebesar
36,9%. Kesimpulan: Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator transparansi
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat transparansi informasi di Kabupaten Bangka

Kata kunci: Informasi, Website, PPID, Transparansi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi
negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang
terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir
dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu
suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara
kota dan sebagainya. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam Kemajuan dalam
Teknologi Informasi (T1) telah mendorong penggunaan Tl dalam hampir semua aspek kehidupan.
Proses yang dulunya dilakukan secara manual dan memakan waktu kini bisa dilakukan dengan lebih
cepat dan efisien berkat perkembangan teknologi informasi ini (Lee, 2020). Salah satu dampak dari
perkembangan teknologi informasi terjadi di bidang pemerintahan. Seiring dengan berkembangnya
teknologi, tantangan yang dihadapi pemerintah ke depannya pun semakin besar (Bannister &
Connolly, 2020). Pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dari teknologi informasi yang sudah maju



menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu,
pemerintah perlu responsif dan adaptif terhadap perubahan tersebut.

Salah satu cara untuk memanfaatkan TI dalam mengelola pemerintahan adalah melalui penerapan e-
government. Dengan penerapan e-government ini, diharapkan kecepatan dalam mengakses informasi
dan transparansi informasi kepada publik dapat ditingkatkan (Fan, 2019). Melalui penerapan e-
government, pemerintah dapat menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang lebih transparan dan jelas mengenai kegiatan pemerintahan (Grénlund
& Horan, 2005). Oleh karena itu, e-government dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan
kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam mendukung penerapan e-government, peran masyarakat dalam memanfaatkan Tl sangat
diperlukan. Penerapan e-government akan sukses jika pemerintah telah memberikan fasilitas yang
didukung oleh masyarakat yang mampu memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik (Carter &
Bélanger, 2005). Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah harus dimanfaatkan oleh masyarakat agar
penerapan e-government dapat berjalan secara optimal (Tolbert & Maossberger, 2006). Keterlibatan
aktif masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam
menyukseskan penerapan e-government.

Masyarakat yang menggunakan internet menjadi indikator perkembangan dan kemanfaatan TI di
suatu daerah. Semakin tinggi pengguna internet pada suatu daerah menunjukkan bahwa masyarakat
semakin pandai dalam memanfaatkan teknologi informasi (Weerakkody et al., 2016). Penggunaan
internet oleh masyarakat memiliki berbagai tujuan, seperti browsing, chatting, meeting, transaksi
online, dan kegiatan lainnya yang berbasis digital (Janssen et al., 2012). Menurut survei Asosiasi
Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023), tingkat penetrasi internet di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 80,10% pada tahun 2022 menjadi 82,66% pada tahun
2023.

Pembentukan sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah salah satu
penerapan e-government yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. PPID bertugas
sebagai pengelola dan penyedia informasi serta data yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga
pemerintah (Gellman, 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, PPID berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian informasi dan
data publik dari pemerintah kepada masyarakat. PPID diharapkan mampu memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat dan mendukung proses pelayanan publik melalui penyediaan layanan informasi
yang terkini dan akuntabel.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan penelitian yang diambil dalam studi ini berkaitan dengan kurangnya perhatian terhadap
implementasi e-government di tingkat lokal, khususnya pada peran PPID dalam menyediakan
informasi publik secara transparan di Kabupaten Bangka. Meskipun banyak penelitian telah
membahas transparansi informasi di tingkat nasional dan provinsi, studi yang secara Khusus
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mengevaluasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh website PPID di kabupaten masih terbatas.
Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang
bagaimana PPID di Kabupaten Bangka mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, banyak penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan
infrastruktur dalam implementasi e-government tanpa melihat dampak langsungnya pada tingkat
keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbeda dengan menyoroti persepsi masyarakat dan
pengguna terhadap kualitas informasi yang disediakan oleh PPID. Dengan demikian, studi ini tidak
hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam konteks penyebaran informasi.

Terakhir, kesenjangan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya evaluasi terhadap keberhasilan dan
tantangan yang dihadapi oleh PPID dalam mencapai transparansi informasi publik. Banyak studi lebih
memfokuskan pada keberadaan dan penerapan kebijakan tanpa mengukur efektivitas nyata di
lapangan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan evaluasi komprehensif
terhadap kinerja PPID, termasuk hambatan yang dihadapi dalam menyediakan informasi yang akurat,
mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih holistik dan praktis bagi pengembangan kebijakan
e-government yang lebih efektif di masa mendatang.

1.3 Penelitian Terdahulu

1) Analisis Keterbukaan Informasi Melalui Website PPID Tingkat transparansi informasi publik
pada website PPID di Kabupaten Bangka dapat diukur melalui ketersediaan dan aksesibilitas
informasi yang disediakan. Berdasarkan penelitian oleh Susanti et al. (2020), transparansi
informasi publik sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses dan keterbukaan data yang tersedia di
website pemerintah. Website PPID yang efektif harus menyediakan informasi yang lengkap,
mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Pengaruh Kualitas Website Terhadap Transparansi Kualitas website PPID di Kabupaten
Bangka memainkan peran penting dalam tingkat transparansi informasi publik. Menurut studi
yang dilakukan oleh Kurniawan (2021), aspek-aspek seperti desain user-friendly, navigasi yang
jelas, dan tampilan yang menarik dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan.
Kualitas website yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang
disajikan.

3) Partisipasi Publik dalam Transparansi Informasi Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan
website PPID di Kabupaten Bangka dapat meningkatkan tingkat transparansi informasi publik.
Studi oleh Rahman dan Aini (2019) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam
mengakses dan memanfaatkan informasi publik dapat mendorong pemerintah untuk lebih
transparan. Keterlibatan masyarakat juga memberikan umpan balik yang berguna untuk
peningkatan layanan informasi.

4) Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kepatuhan terhadap
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator
penting dalam menilai transparansi informasi di website PPID Kabupaten Bangka. Penelitian oleh
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5)

6)

7)

8)

9)

Pratama et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa
informasi yang disampaikan oleh pemerintah memenuhi standar keterbukaan dan transparansi
yang ditetapkan oleh hukum.

Implementasi Teknologi Informasi dalam Transparansi Publik Implementasi teknologi
informasi di website PPID Kabupaten Bangka memegang peranan kunci dalam transparansi
informasi publik. Menurut Fauzi dan Indriyani (2020), penggunaan teknologi yang tepat dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi publik. Teknologi informasi
memungkinkan penyampaian informasi secara real-time dan akurat, yang sangat penting untuk
transparansi.

Evaluasi Kinerja Website PPID Evaluasi kinerja website PPID di Kabupaten Bangka
merupakan langkah penting dalam memastikan tingkat transparansi informasi publik. Studi oleh
Sari dan Wijaya (2019) menunjukkan bahwa evaluasi berkala terhadap kinerja website dapat
membantu mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini mencakup
aspek teknis, konten, dan interaksi dengan pengguna.

Peran PPID dalam Meningkatkan Transparansi Informasi Peran PPID sebagai pengelola
informasi dan dokumentasi sangat penting dalam meningkatkan transparansi informasi publik di
Kabupaten Bangka. Menurut penelitian oleh Haryanto (2020), PPID bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik lengkap, akurat, dan dapat diakses
dengan mudah. Fungsi ini mencakup penyimpanan, pendokumentasian, pengadaan, dan
penyediaan layanan informasi.

Pengaruh Sosialisasi dan Edukasi Terhadap Transparansi Sosialisasi dan edukasi mengenai
penggunaan website PPID di Kabupaten Bangka sangat penting untuk meningkatkan tingkat
transparansi informasi publik. Studi oleh Anggraeni dan Putra (2021) menunjukkan bahwa
program sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat
tentang pentingnya keterbukaan informasi. Edukasi juga membantu masyarakat untuk lebih
terlibat dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang tersedia.

Perbandingan Transparansi dengan Daerah Lain Perbandingan transparansi informasi publik
di website PPID Kabupaten Bangka dengan daerah lain dapat memberikan wawasan mengenai
tingkat keterbukaan informasi yang dicapai. Penelitian oleh Nugroho et al. (2020) menunjukkan
bahwa benchmarking dengan daerah lain yang lebih maju dalam implementasi e-government
dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan
transparansi.

10) Tantangan dan Hambatan dalam Meningkatkan Transparansi Tantangan dan hambatan

dalam meningkatkan transparansi informasi publik di website PPID Kabupaten Bangka harus
diidentifikasi dan diatasi. Menurut studi oleh Wijayanti (2021), tantangan utama termasuk
kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, dan resistensi terhadap
perubahan. Mengatasi hambatan ini memerlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak
terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Iimiah
Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam konteks analisis tingkat transparansi informasi
publik pada website PPID di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun

5



banyak studi telah membahas pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam
pemerintahan, penelitian ini menyoroti aspek-aspek spesifik yang terkait dengan implementasi e-
government di tingkat lokal, khususnya pada PPID sebagai salah satu elemen kunci dalam penyediaan
informasi publik. Kebaruan ini terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas website PPID dalam
menyampaikan informasi secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini jJuga memperkenalkan pendekatan evaluatif yang lebih komprehensif dengan
mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas website, partisipasi publik, dan kendala teknis
yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Melalui analisis yang mendalam dan data empiris terbaru,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan
dan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi publik. Temuan-temuan dari studi ini tidak hanya
relevan bagi Kabupaten Bangka tetapi juga dapat diadaptasi dan diterapkan di daerah lain dengan
kondisi yang serupa, sehingga memperluas dampak positif dari penelitian ini dalam konteks yang
lebih luas.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi tingkat transparansi informasi publik yang
disediakan melalui website PPID di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana PPID Kabupaten Bangka memenuhi standar
transparansi informasi publik yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi ketersediaan
informasi, kualitas informasi yang disediakan, dan responsivitas PPID terhadap permintaan informasi
dari masyarakat.

Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat transparansi informasi publik di PPID Kabupaten Bangka. Hal ini meliputi
evaluasi terhadap kebijakan, prosedur operasional, teknologi yang digunakan, serta interaksi antara
PPID dengan pengguna informasi. Dengan menetapkan tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang konkrit dan dapat diimplementasikan bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan transparansi informasi publik melalui platform e-government mereka.

Il. METODE

Pendekatan penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan fokus pada analisis asosiatif kausal
untuk mengungkap tingkat transparansi informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dipicu oleh kebutuhan untuk mengidentifikasi
akar permasalahan yang mendasari rendahnya transparansi informasi yang tersedia bagi masyarakat.
Dengan memilih pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel
independen seperti penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme
pengaduan, dan peningkatan arus informasi terhadap variabel dependen yaitu transparansi informasi
publik.



Metode kuantitatif dipilih karena dapat memberikan struktur yang jelas dalam mengumpulkan dan
menganalisis data, serta memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih obyektif berdasarkan fakta
empiris yang terukur. Dalam hal ini, penggunaan survei melalui kuesioner disebarkan kepada pegawai
yang terlibat dalam pengelolaan website PPID, serta kepada masyarakat yang mengakses informasi
melalui platform tersebut. Data yang terkumpul dari responden kemudian dianalisis menggunakan
teknik regresi linear berganda untuk menguji sejauh mana variabel independen berkontribusi terhadap
tingkat transparansi informasi publik yang diukur.

Penelitian ini juga melibatkan pengembangan instrumen penelitian yang valid dan reliabel, yang
terdiri dari kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap aspek-aspek
tertentu dalam transparansi informasi publik. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji untuk
memastikan bahwa alat pengumpulan data dapat diandalkan dalam mencapai tujuan penelitian. Proses
ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat menghasilkan temuan yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, yang membantu
dalam menginterpretasikan hasil regresi berganda dan uji signifikansi variabel. Selain itu, penelitian
ini juga mengintegrasikan data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumentasi untuk mendukung
pemahaman mendalam terhadap konteks dan regulasi yang mempengaruhi transparansi informasi
publik di Kabupaten Bangka.

Secara keseluruhan, pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam
tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat transparansi informasi publik di level lokal, serta
untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan praktik
transparansi melalui platform e-government mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
berfokus pada identifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan
untuk meningkatkan aksesibilitas dan kejelasan informasi bagi masyarakat Kabupaten Bangka.

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti pada tahun 2024, uji validitas dilakukan
untuk mengukur keabsahan kuesioner yang dibuat dalam penelitian ini. Validitas suatu kuesioner
menunjukkan sejauh mana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengukur secara
akurat variabel yang dituju. Hasil uji validitas menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan
skor total menunjukkan bahwa semua variabel soal yang dimasukkan dalam kuesioner menunjukkan
tingkat validitas yang memadai. Setiap variabel, seperti Penyediaan Informasi (X1), Kemudahan
Akses (X2), Pengaduan (X3), Pengaduan Arus (X4), dan Transparansi Informasi (Y), menghasilkan
nilai korelasi Pearson (R hitung) yang signifikan secara statistik dan melebihi nilai kritis (R tabel)
yang telah ditentukan (0,197).

Hasil spesifik dari uji validitas menunjukkan bahwa setiap variabel soal memiliki beberapa item yang
secara individu juga memenuhi kriteria kevalidan. Misalnya, untuk variabel Pengaduan (X3), dua dari
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dua item soal memperlihatkan korelasi yang lebih besar dari nilai kritis yang ditetapkan, menunjukkan
bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu mengukur dengan baik aspek pengaduan dalam
konteks penelitian ini. Hal serupa juga terlihat pada variabel Transparansi Informasi (Y), di mana
empat dari empat item soal menunjukkan kevalidan yang memadai.

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 25 untuk melakukan analisis statistik
yang relevan untuk menguji validitas kuesioner. Dengan demikian, keseluruhan kuesioner yang
dikembangkan dalam penelitian ini dapat dianggap valid untuk mengukur variabel yang diteliti.
Temuan ini mendukung bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki keandalan yang
cukup untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan terkait dengan topik penelitian.

3.2 Realibitas

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan oleh Peneliti pada tahun 2024 menggunakan
perangkat lunak IBM SPSS versi 25, seluruh variabel yang diukur dalam penelitian ini menunjukkan
tingkat reliabilitas yang dapat diterima. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menghitung
koefisien Cronbach Alpha, yang merupakan metode umum untuk mengukur konsistensi internal dari
suatu instrumen atau kuesioner. Menurut hasil yang diperoleh, variabel Soal untuk Penyediaan
Informasi (X1) memiliki koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,649, sementara variabel Kemudahan
Akses (X2) memiliki nilai 0,780. Variabel lainnya, seperti Pengaduan (X3) dengan nilai 0,673,
Pengaduan Arus (X4) dengan nilai 0,763, dan Transparansi Informasi (Y) dengan nilai 0,751, juga
menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang memadai di atas nilai ambang batas yang diterima (0,6).

Hasil ini mengindikasikan bahwa kuesioner yang dikembangkan dalam penelitian memiliki
konsistensi internal yang baik dalam mengukur masing-masing variabel yang diteliti. Koefisien
Cronbach Alpha yang tinggi menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam setiap variabel
memiliki tingkat keserasian yang baik, sehingga data yang dikumpulkan melalui kuesioner dapat
dianggap konsisten dan dapat dipercaya untuk mewakili fenomena yang diteliti. Hal ini memberikan
keyakinan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
memberikan hasil yang dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut terkait dengan tujuan penelitian.

Dengan demikian, temuan dari uji reliabilitas ini menegaskan bahwa kuesioner yang digunakan telah
memenuhi Kriteria untuk keandalan data dalam konteks penelitian. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa interpretasi hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dapat didasarkan pada data yang
konsisten dan dapat dipercaya dari responden yang terlibat dalam studi tersebut.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
data yang digunakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap uji hipotesis. Pertama, uji
normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar
0,200, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menandakan bahwa data residual dalam
model regresi memiliki distribusi yang mendekati normal, memenuhi asumsi bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal.



Kedua, uji linearitas menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel
independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung yang lebih
kecil dari nilai F tabel, menegaskan bahwa hubungan linier antara variabel X dan Y signifikan secara
statistik. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat memprediksi variabel dependen
Y dengan baik berdasarkan variabel independen X.

Ketiga, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kuat mengenai adanya
multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Nilai VIF dan tolerance untuk
setiap variabel independen (X1, X2, X3, X4) berada dalam rentang yang diterima secara umum,
dengan VIF di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen
tidak saling berkorelasi tinggi, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

Keempat, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi residual yang tidak
seragam antar pengamatan dalam model regresi. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi (p-value)
untuk semua variabel X1, X2, X3, dan X4 lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi
homoskedastisitas.

Secara keseluruhan, hasil dari uji asumsi klasik ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan
ke tahap analisis lebih lanjut, termasuk uji hipotesis terkait dengan hubungan antar variabel dalam
model regresi. Dengan memenuhi asumsi-asumsi ini, dapat diharapkan interpretasi dan kesimpulan
yang diambil dari hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.

3.4 Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel
independen yang terdiri dari penyediaan informasi, kemudahan akses, pengaduan, dan peningkatan
arus secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, yaitu transparansi informasi. Penyediaan
informasi dan pengaduan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap transparansi
informasi, sedangkan kemudahan akses menunjukkan pengaruh negatif yang juga signifikan. Hal ini
berarti semakin tinggi tingkat penyediaan informasi dan pengaduan, maka tingkat transparansi
informasi juga meningkat, sementara semakin tinggi tingkat kemudahan akses, transparansi informasi
cenderung menurun.

Koefisien regresi masing-masing variabel menunjukkan bahwa penyediaan informasi memiliki
dampak positif sebesar 0,169, pengaduan sebesar 0,596, dan peningkatan arus sebesar 0,275 terhadap
transparansi informasi. Namun, kemudahan akses memiliki dampak negatif sebesar 0,185 terhadap
transparansi informasi. Hasil uji T parsial juga mengkonfirmasi bahwa semua variabel independen
secara individual berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi dengan nilai signifikansi
masing-masing kurang dari 0,05.



Uji F simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen tersebut secara
signifikan mempengaruhi transparansi informasi dengan nilai Fhitung yang jauh lebih besar dari
Ftabel, menunjukkan adanya pengaruh yang konsisten dari variabel-variabel tersebut. Secara
keseluruhan, model regresi ini dapat menjelaskan sebesar 39,5% variasi dalam transparansi informasi,
yang mengindikasikan bahwa variabel independen yang digunakan memberikan kontribusi yang
cukup besar dalam menjelaskan fenomena transparansi informasi dalam konteks penelitian ini.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyediaan informasi, kemudahan
akses, pengaduan, dan peningkatan arus secara signifikan mempengaruhi tingkat transparansi
informasi dalam konteks yang diteliti. Temuan ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya
yang juga menyoroti pentingnya faktor-faktor ini dalam meningkatkan transparansi dalam berbagai
konteks administratif dan organisasional. Namun, perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini,
kemudahan akses menunjukkan dampak negatif terhadap transparansi informasi, berbeda dengan
beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan positif antara aksesibilitas dan
transparansi.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa hasil ini sejalan dengan
temuan-temuan yang menekankan perlunya peningkatan kualitas penyediaan informasi dan
efektivitas sistem pengaduan sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi. Di sisi lain, temuan
mengenai pengaruh negatif kemudahan akses pada transparansi informasi memberikan kontribusi
baru dalam literatur, menunjukkan bahwa tidak selalu peningkatan akses berarti peningkatan
transparansi, terutama jika tidak didukung dengan kontrol dan regulasi yang memadai.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan memperluas
pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi transparansi informasi, menguatkan bukti
empiris terhadap hubungan yang kompleks antara variabel independen dan dependen dalam konteks
spesifik yang diteliti. Hasil ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik
terkait pengelolaan informasi dan transparansi di berbagai lembaga dan organisasi.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi temuan menarik lainnya dari penelitian ini mencakup implikasi dari hasil analisis regresi yang
menunjukkan dampak variabel independen terhadap transparansi informasi. Salah satu temuan
menarik adalah adanya hubungan yang signifikan antara pengaduan dengan transparansi informasi,
yang mengindikasikan bahwa penggunaan sistem pengaduan yang efektif dapat secara positif
memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang lebih terbuka dan akuntabel bagi publik.
Temuan ini relevan dalam konteks modern di mana tuntutan akan akuntabilitas publik semakin
meningkat, mendorong pentingnya implementasi sistem pengaduan yang efektif sebagai bagian dari
strategi untuk meningkatkan transparansi administrasi publik.

Selain itu, hasil penelitian juga menyoroti pentingnya mengevaluasi secara menyeluruh faktor-faktor
seperti penyediaan informasi dan peningkatan arus terhadap transparansi informasi. Meskipun
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variabel ini menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, penting untuk terus mengkaji dinamika
kompleks di balik hubungan ini untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan atau
perbaikan dalam sistem administrasi publik. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan
yang holistik dalam merancang kebijakan dan strategi manajemen informasi untuk memastikan bahwa
transparansi bukan hanya diterapkan sebagai prinsip tetapi juga diimplementasikan secara efektif
dalam praktik sehari-hari pemerintahan dan organisasi

IV. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel penyediaan informasi,
kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan arus informasi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap transparansi informasi publik di Kabupaten Bangka. Temuan ini memberikan
kontribusi penting dalam konteks pengelolaan administrasi publik, karena menegaskan bahwa upaya
untuk meningkatkan transparansi harus difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas
informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menguatkan bahwa keberhasilan transparansi informasi tidak
hanya tergantung pada penyediaan data yang memadai, tetapi juga pada kemudahan bagi masyarakat
untuk mengakses informasi tersebut. Ditemukan bahwa mekanisme pengaduan yang transparan juga
berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya tersedia tetapi
juga dapat diakses dengan cara yang adil dan terbuka bagi semua pihak.

Selain itu, hasil penelitian ini memberikan arahan praktis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki
dan mengoptimalkan sistem informasi mereka, baik dalam hal penyediaan, aksesibilitas, maupun
mekanisme pengaduan. Dengan meningkatkan ketiga aspek ini, pemerintah dapat tidak hanya
memenuhi tuntutan transparansi publik tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penguatan
infrastruktur informasi dan kebijakan yang mendukung transparansi menjadi krusial untuk mencapai
pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel di Kabupaten Bangka.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang
mempengaruhi transparansi informasi di Kabupaten Bangka, beberapa keterbatasan perlu
diperhatikan untuk memahami konteks temuan ini dengan lebih baik. Pertama, penggunaan metode
analisis regresi linier berganda, meskipun kuat dalam mengukur hubungan antara variabel-variabel
independen dan dependen, tidak secara langsung mengungkapkan sebab-akibat antara variabel
tersebut. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk mendalaminya
lebih lanjut.

Kedua, penelitian ini juga terbatas pada data dan responden dari Kabupaten Bangka, sehingga
generalisasi temuan ini ke konteks administrasi publik yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati.
Variabilitas geografis, budaya organisasi, dan kebijakan publik di berbagai daerah dapat
mempengaruhi dinamika transparansi informasi secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian
mendatang dapat memperluas cakupan sampel atau membandingkan hasil dengan daerah lain untuk
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memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi secara
lebih luas dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Untuk arah masa depan penelitian, ada beberapa bidang
yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang transparansi informasi
dalam konteks administrasi publik. Pertama, penting untuk menggali lebih dalam dampak teknologi
informasi terbaru seperti kecerdasan buatan (Al) dan analitika data terhadap praktik transparansi
informasi di pemerintahan daerah. Studi mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan
untuk meningkatkan aksesibilitas, integritas, dan responsivitas informasi publik dapat memberikan
pandangan baru yang bernilai dalam meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas pemerintah.

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi peran serta masyarakat dalam mempengaruhi
dan memantau transparansi informasi. Melibatkan analisis lebih lanjut tentang bagaimana partisipasi
publik dan akses informasi mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan warga dapat memberikan
wawasan tentang dinamika sosial-politik yang mempengaruhi kebijakan transparansi. Dengan
memperdalam pemahaman ini, penelitian dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk
pengembangan kebijakan publik yang berpusat pada transparansi dan partisipasi yang lebih inklusif
dan efektif di masa depan.

V.UCAPAN TERIMA KASIH

Di bab terakhir ini, ucapan terima kasih menjadi penting untuk mengakui kontribusi dan dukungan
yang diberikan dalam perjalanan penelitian ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua responden yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini di Kabupaten Bangka. Tanpa
kontribusi dan waktu mereka, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih juga kepada pihak-
pihak terkait di pemerintahan daerah yang telah memberikan izin dan dukungan untuk melakukan
penelitian di wilayah mereka.

Selanjutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk dosen pembimbing dan akademisi yang telah
memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Bimbingan mereka telah
memberikan wawasan yang berharga dan memperkaya pemahaman saya tentang metodologi
penelitian dan isu-isu terkait transparansi informasi dalam administrasi publik. Terima kasih atas
kesabaran dan bimbingan yang diberikan selama proses penulisan dan analisis data.

Terakhir, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu
memberikan dukungan moral dan motivasi selama perjalanan penelitian ini. Kehadiran dan dorongan
mereka telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga
hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan penerapan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
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